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PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2024/PA.Bgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa
Tobungku, Kecamatan Totikum Selatan,
Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi
Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
ISWANTO I. ALISI,S.H., Advokat/Pengacara dan
Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ISWANTO
ALISI,S.H. & REKAN yang berkedudukan dan
beralamat di Kelurahan Lompio, Kecamatan
Banggai, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi
Sulawesi Tengah, Hp 0852-4132-6696 email :
iswantolaw@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor : 04/PH-IA/P/1/2024 tertanggal 3
Januari 2024, sebagai Penggugat;

Melawan
TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan
SD, tempat kediaman di Desa Peley, Kecamatan
Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan,

sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4

Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan

Pengadilan = Agama  Banggai  dengan register  perkara  Nomor

17/Pdt.G/2024/PA.Bgi, tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 April 1999 Penggugat telah melansungkan
pernikahan dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Totikum, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tertanggal
05 September 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang
tua Tergugat selama kurang lebih 5 (lima) bulan di Desa Peley, Kecamatan
Totikum Selatan, kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua
Penggugat di Desa Tobungku, Kecamatan Totikum Selatan, selama kurang
lebih 1 (satu) bulan dan terakhir tinggal dirumah milik bersama di Desa
Tobungku, Kecamatan Totikum Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 anak
yang masing-masing bernama:

1) ANAK [, Lahir di Tobungku, 10 September 2000;
2) ANAK I, Lahir di Tobungku, 15 April 2012, kedua anak tersebut saat ini
tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia namun
sejak akhir tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
masalah ekonomi yaitu uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang
dipegang oleh Penggugat telah habis digunakan Penggugat untuk dipakai
biaya kebutuhan rumah tangga selama 3 (tiga) bulan padahal dalam waktu
selama 3 (tiga) bulan tersebut Tergugat tidak perna memberikan
Penghasilannya selain dari uang yang dipegang oleh Penggugat;

5. Bahwa setelah pertengkaran yang terjadi sesuai penjelasan point 4, maka
Tergugat sudah tidak lagi memberikan Penggugat penghasilannya untuk
dikelolah dan digunakan untuk biaya rumah tangga, tetapi Tergugat
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sendirilah yang menjadi bendahara dalam mengatur setiap belanja
kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa puncak pertengkarannya terjadi pada bulan Juli 2023 dengan
masalah yang sama pada point 4 dan 5 sehingga Penggugat memutuskan
untuk pergi dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya sampai
sekarang;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6
(enam) bulan dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi
memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus melakukan pertengkaran
sejak akhir tahun 2020 sampai sekarang;

9. Bahwa pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi namun tidak berhasil
karena Tergugat tidak pernah berubah sikap sehingga Penggugat
memtuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan segala uraian penjelasan diatas maka Penggugat
memutuskan untuk mengajukan cerai sebagai jalan terakhir dalam
menyelesaikan masalah rumah tangganya bersama Tergugat, karena
sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud suatu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan dari suatu pernikahan;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini dan menyatakan perkawinan Penggugat
putus karena perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38
Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang
No 1 Tahun 1974, jo Pasal 114 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Banggai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkaran ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bapak Ketua Pengadilan Agama Banggai cg. Majelis Hakim yang memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
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2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam perkara ini
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon Putusan yang
seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang
didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,
meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat untuk berfikir kembali agar
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXX tertanggal 05
September 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Totikum,
Kabupaten Banggai Kepulauan. Bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya,
bermaterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;

B. Saksi:

SAKSI 1, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Kelurahan Lompio, Kecamatan Banggai, Kabupaten
Banggai Laut, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa kenal dengan Penggugat bernama Hasmia dan Tergugat
bernama Saharan karena saksi adalah paman Penggugat.

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri
sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Totikum pada
tahun 1999.

- Bahwa setelahmenikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Desa Peley kemudian pindah dan tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Tobungku dan terakhir tinggal di
rumah bersama di Desa Tobungku.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai 2
(dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama ANAK | dan ANAK I,
kedua anak tersebut saat ini dalam pmeliharaan Penggugat; .

- Bahwa kehidupanrumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah
tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan danpertengkaran
yang terus menerus.

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi sejak 2023.

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat karena masalaha ekonomi, Tergugat tidak
pernah mempercayakan Penggugat untuk mengolah keuangan hasil dari
pekerjaan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi pernah melihat, tentang peristiwa
perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar kurang lebih 3
(tiga) kali.

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat
sangat jauh karena kami tinggal di Desa berbeda namun saksi sering
berkunjung ke Desa Peley untuk menjenguk keponakan dan cucu-cucu
di sana.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Juli 2023 sampai sekarang.
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- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 7 (tujuh) bulan.

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa
Tobungku dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya di Desa
Peley.

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi lagi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi
memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi.

- Bahwa saksi dan pihak keluarga beberapa kali telah berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena
Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama lIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di Desa Tobungku, Kecamatan Totikum Selatan,
Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah ipar Penggugat
sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat.

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri
yang sah dan belum pernah bercerai.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Desa Peley kemudian pindah dan tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Tobungku dan terakhir tinggal di
rumah pribadi di Desa Tobungku.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua)
orang anak laki-laki yang sekaran ini kedua anak tersebut dalam asuhan
Penggugat.
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka sudah
tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus;

- Bahwa perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat mulai
terjadi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang.

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak
pernah mempercayakan uang hasil kerja Tergugat untuk dikelola
Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahuikarena saksi diberitahu tentang peristiwa
perselisihandan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan
bertengkar.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan
Juli 2023 sampai sekarang.

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang
lebih 6 (enam) bulan.

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Desa
Tobungku sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Desa
Peley.

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah
lagi berkomunikasi untuk membicarakan kelanjutan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah
lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat lagi.

- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan dengan cara mensehati
Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun
lagi.
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Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap
mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan
menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk
berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir
dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal
149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah gugatan
perceraian Penggugat terhadap Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan ekonomi yaitu uang sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta
rupiah) yang dipegang oleh Penggugat telah habis digunakan Penggugat untuk
dipakai biaya kebutuhan rumah tangga selama 3 (tiga) bulan padahal dalam
waktu selama 3 (tiga) bulan tersebut Tergugat tidak perna memberikan
Penghasilannya selain dari uang yang dipegang oleh Penggugat, sehingga
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam)
bulan dan selama pisah tersebut Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah
lahir dan bathin kepada Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalii gugatan Penggugat, karena
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B4

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara
perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-
alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal
1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut
di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-daliinya telah
mengajukan bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi
syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg,
sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg,
sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal yang sampai saat ini sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan,
dimana Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan telah
diupayakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga saat ini
Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan Tergugat tinggal di
rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil
sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg,
sehingga membuktikan bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi
datang dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta tidak
ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat untuk mencari

jalan keluar dalam persoalan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
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Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah;

2. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun
lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6
(enam) bulan;

4. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul
bersama;

5. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan petitum tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum

tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor
9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, disebutkan salah
satu alasan perceraian adalah: “Antara suami dan isteri terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut ada tiga unsur yang
harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, adalah adanya
perselisihan dan pertengkaran, unsur selanjutnya adalah antara suami isteri
terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan unsur yang
terakhir adalah keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara
suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalil tentang perselisihan dan pertengkaran, Hakim
menilai dengan pertimbangan hukum di atas telah didukung dengan bukti-bukti
yang cukup bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran.

Menimbang, bahwa unsur yang berikutnya yaitu “terus menerus”,

sehingga bila dilihat bahwa dengan terjadi pisah tempat tinggal yang terjadi
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antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 6 (enam) bulan
sampai sekarang, maka bukan berarti pertengkaran sudah tidak terjadi lagi,
akan tetapi Hakim memandang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan
Tergugat, bukanlah pisah tempat tinggal antara suami isteri pada umumnya,
karena pisah yang terjadi tidak diiringi dengan saling mengunjungi, komunikasi,
seperti pada layaknya rumah tangga yang harmonis.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
tidak serta merta menghilangkan perselisihan dan pertengkaran antara
keduanya, akan tetapi pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat
merupakan bentuk kelanjutan atau kontinyuitas dari perselisihan dan
pertengkaran itu sendiri, sehingga pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat masih terus menerus terjadi sampai sekarang, maka unsur “terus
menerus” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung
Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang
mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain. Hal itu adalah merupakan
fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan
maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dan kedua,
dihubungkan dengan pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, serta tidak
berhasilnya upaya-upaya keluarga menasehati dan mendamaikan Penggugat
dan Tergugat dan pula tidak berhasilnya upaya damai/penasehatan yang
dilakukan Hakim dan pihak keluarga, adalah suatu fakta yang buktikan bahwa
unsur terakhir telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar dalam keadaan pecah sedemikian
rupa (broken marriage), yang sulit terwujutnya tujuan perkawinan seperti yang
dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah
tangga yang bahagia dan kekal, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, maka telah

terdapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f)
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Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf
(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor
3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama
mengatur bahwa “Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran
yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan
bertengkar terus menerus dengan diikuti telah berpisah tempat tinggal minimal
6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum mengenai Kekerasan Dalam
Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang sedemikian, maka sulit untuk mewujudkan rumah tangga ideal
sebagaimana tertuang dalam Al-Quran Surat 30 (Al-Ruum) ayat 21, yakni
rumah tangga yang sakiinah, mawaddah wa rahmah;

Menimbang, bahwa selain itu keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat dapat menimbulkan berbagai kemudharatan yang lebih besar, oleh
karena itu harus ditemukan jalan keluar terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
dan dalam hal ini perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat,
karena menolak kemudharatan (mafasid) adalah lebih utama dari pada
mengharap suatu kemaslahatan.

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar
dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya
bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan
tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu
pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan
kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang
tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa
mendatang (Vide: Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus
1991);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi
unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
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Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan juga
berdasarkan dalil-dalil yang Hakim ambil alih menjadi pendapat dalam
pertimbangannya sebagai berikut:
A. Dalil dalam Kitab Ath-Thalag halaman 121 yang berbunyi:

Sl aia Culla 13 W Aa o 3l e dady Gl ad B D8 el e 30U Ll
Artinya: Adapun talak (suami terhadap isteri) yang dari hakim, tidak akan
dijatuhkan kecuali apabila isteri tersebut menggugat/memintanya.

B. Dalil yang berbunyi:
il _aldlade gl lga g da g 3l e ) aac B2 1)

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka
hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;
C. Dalil yang berbunyi:

—J\..AA]‘\_J.; A& .‘AA.‘...JAA]‘ ¢ )
& e (4 el o J

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap
kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang berkehendak untuk bercerai
adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat
belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan Tergugat terhadap Penggugat
adalah talak satu ba'in shughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
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Amar Putusan
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
Penutup
Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1445 Hijriah, oleh Syamsul limi, S.H.I.,
M.H., sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut disampaikan melalui
Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Maswati Masruni, S.H.,
sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasanya

secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Tunggal,
ttd

Syamsul llmi, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,
ttd

Maswati Masruni, S.H.

Perincian biaya:
1. PNBP Rp. 60.000,00
2.  Proses Rp. 75.000,00
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Panggilan Rp. 37.000,00
4. Meterai Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 182.000,00

Terbilang:  (Seratus delapan puluh dua ribu rupiah)
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